
DBIIGAII RABIIAT flJIIAII YAJIG JUBA BSA 

WALIKOTA DBPOK, 
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan 

Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retnbusi 
Bidang Perhubnngan, tata cara pelaksanaan pemungutan 
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf ~ perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Tata cara Pemungutan Retnbusi Terminal 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukkan Kotamadya Daerah Tingkat n Depok dan 
Kotamadya Tingkat n Cilegon (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tamhaban Lem.harm 
Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
PenyeJenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemharan 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tamhaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Ja1an (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembamn Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Piliban yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tabun 2008 Nomor 07); 
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Daerah 
Tahun 2008 Nomor08) sebagaimana teJah beberapa kali 
diubab terakbir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 
Nomor 17 Tabun 2013 tentang Perubaban Keempat Atas 
Peraturan Daerab Kota Depok Nomor 08 Tabun 2008 
tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah 
Kofa Depok Tabun 2013 Nomor 17); 

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) 
sebagaimana teJah diubab dengan Peraturan Daerah Kota 
Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Peruhaban atas 
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelo1aan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 4); 

12. Peraturan Daerab Kota Depok Nomor 2 Tahun 2012 
Tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2012 nomor 2); 
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2012 

Tentang Retnbusi Bidang Perhubungan (Lembaran 

Daerah Kota Depok tabun 2012 Nomor 9). 



Meneta.pkan 
IIEIIUTUSKAJI : 

PBRATORAII WAUKOTA DBPOK IBIITAIIG TATA CARA 
PBLAKSAllAAII PBIIOBGUT.All W'IRIBOSI TBRIIDIAL .. 

BABI 
KBIBll"l'O.All UIIUII 

Paull 
Da1am Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Depok. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 
3. Walikota adalab Walikota Depok. 
4. Dinas ada.lah Oinas Perhubungan Kota Depok, 
5. Kepa]a Dinas adalah Kepa]a Dinas Perhubungan Kota 

Depok. 
6. UPfD Terminal adalab Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 

yang mengelola dan menyelenggarakan Terminal 
penumpang. 

7. Kepa]a UPfD Terminal adalah yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan penyelenggaraan Terminal penumpang. 

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang 

digerakkan oleh peralatao mekanik berupa mesin selain 
Kendaraan yang berjalan di atas rel 

9. Kendaraan Bennotor Umum adaJab setiap Kendaraan 
Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang 
dan/ a tau barang dengan dipungut bayaran baik langsung 
maupun tidak Jangsung. 

10. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bennotor beroda dua 
dengan ata.u ta.npa rumah-rumah dan dengan atau taopa 

kereta samping atau Kendaraan Bennotor beroda tiga 
tanpa rumah-rumah 
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11. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bennotor yang 

dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (deJapan) 
tempat duduk tidak tennasuk tempat duduk pengemudi, 
baik dengan maupun tanpa pedengkapan pengangkutan 
hagasi 

12. Mobil Bis adalab Kendaraan Bermotor yang dilengkapi 
lebih dari 8 (delapan) tempa.t duduk tidak tennasuk 
tempat duduk pengemudi 

13. Mobil Bis Kecil adalah setiap Mobil Bis yang memi1iki daya 
angkut 9 (sembiJan) sampai dengan 15 (funa beJas) orang. 

14. Mobil Bis Sedang adalah setiap Mobil Bis yang memiliki 
daya angkut 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga 

puluh) orang. 
15. Mobil Bis Besar adalah setiap Mobil Bis yang memiliki 

daya angkut lebih dari 30 (tiga puluh) orang. 

16. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk 
peJayanan jasa angkutan orang denga.n Mobil Penumpang 
atau Mobil Bis, yang mempunyai asal dan tujuan 
perjalanan tetap serta lintasan tetap. 

17. Terminal Penumpang yang seJanjut.nya dapat disebut 
Terminal adalab pangkalan Kendaraan Bermotor umum 

yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan 
keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta 

perpindahan moda angkutan. 
18. PeJayanan Terminal adalah peJayanan penyediaan ruang 

Terminal untuk Kendaraan Bermotor, tempat kegiatan 
usaha dan fasilitas lainnya 

19. Pos TPR ada1ab Pos Tempat Pemungutan Retribusi yang 
berada diluar lingkunga.n Terminal yang tersebar diseluruh 

wilayah Kota Depok. 
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20. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak 

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan 

pengemudinya 

21. Fasilitas Parkir adaJah tempat parkir kendaraan di lokasi 
yang ditentukan. 

22. Retribusi Daerah yang seJanjutnya disebut Retnl>usi 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 
atau pemberian izin tertentu yang khusus disedialran 
dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Kata untuk 
kepentingan orang pnoadi atau Badan, 

23. Jasa adaJah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaba dan 

pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan Jain.nya yang dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan, 

24. Jasa Umum adalab jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan um.um serta dapat dinikmati oleh orang 
pribadi atau Badan, 

25. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena 

pada dasamya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

26. Retnl>usi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan 
penyediaan ruang terminal untuk Kendaraan Bennotor, 
tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingk:ungan 
terminal yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah 
Kota. 

27. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan 
penyediaan fasilitas parkir yang dimiliki dan/ atau dikelola 

oleh Pemerintah Kota. 
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28. Wajib Retnbusi adalab orang pnbadi atau Badan yang 

menurut peraturan perundang-undangan retnbusi 

diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

29. Masa Retnbusi adaJab suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retnbusi untuk 
memanfaatkan jasa atau perizinan tertentu dari 
Pemerintah Kota. 

30. Surat Setoran Retnbusi Daerah, yang seJanjutnya 
disingkat SSRD, adalab bukti pembayaran atau 
penyetoran Retribusi yang telah dilaku.kan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cam 
Jain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Kepa1a Daerah. 
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 

disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang 

menentukan besamya jumJah pokok Retnbusi yang 

terutang. 
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS 

adalab Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh 
Undang-Undang untuk melakukan penyidik:an terhadap 
pe.langgaran Peraturan Daerah Kota Depok yang memuat 
ketentuan pidana. 

33. Penyidikan tindak pidana di bidang retnbusi daerab 
adalah serangkaian tindakan yang di1akukan oJeh Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil, yang se)mtjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan 
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang 
Retnbusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
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Paal.3 

Subyek Retribusi Terminal ada1ab orang pribadi atau badan 

yang menggunakan peJayanan penyedian tempat parkir untuk 
kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaba, 
dan fasilitas Jainnya dilingk:ungan terminal, yang disediakan, 
ditmliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 

Pasal4 
(1) Retnl>usi Terminal digoJongkan sebagai Retnl>usi Jasa 

Usaha. 
(2) Retribusi jasa usaha sehagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tenliri dari : 
a Retnl>usi Kendaraan Masuk Terminal, sebagai berikut: 

1. Retribusi Mobil Bis Kecil/angkot; 
2. Retnl>usi Mobil Bis Sedang; dan 

3. Retribusi Mobil Bis Besar. 
b. Retnl>Usi Kendaraan Parkir di Terminal, sebagai berikut 

1. Retribusi Parkir Sepeda Motor; 
2. Retribusi Parkir Mobil Penumpang; 

Objelr, Subjek daa Golongan Retribasi 

Pasal2 
(1) Obyek Retnl>usi Terminal adalab pe]ayanan penyedian 

tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis 
umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas Jainnya 
didalam dan diluar 1ingkungan terminal, yang disediakan, 
diroiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 

(2) Dikecuatikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan 
pibak swasta. 

KET.ICii"l'OAll litEIRIBOSI 

BABB 
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No. Jenis Kendaraan Tarif 

1 Mobil Bis Kecil / .Angkot Rp. 500.- per sekali masuk 
2 Mobil Bis Sedang Rp. 2.000.- per sekali masuk 
3 Mobil Bis .Besar Rp. 3.000.- per sekali masuk 

Bagi•n Ketip 
Straktm dan Bellarnya Tuif Ret:ribusl Tenninal 

Pasal 7 
(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan 

berdasarkan frekueosi, jenis keodaraao, dan jaogka waktu. 
(2) Struktur dan besarnya tarif Retnbusi Kendaraan Masuk 

Terminal ditetapkan sebagai berikut : 

3. Retribusi Parkir Mobil Bis Kecil; 
4. Retrfbusi Parkir Mobil Bis Sedang; dan 
5. Retribusi Parkir Mobil Bis Besar. 

c. Retnl>usi Fasilitas Penunjang Terminal, sebagai berikut 
1. Retribusi Kios Terminal; 
2. Retribusi Pangka1an Taksi 

Bagi•n Kedaa 
Prinslp dan Sasaran Penet:apan Tuif Retribasi 

Pasal 5 
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

besarnya tarif Retribusi didasaikan pada tujuan untuk 
memperoleh keuntungan yang Jayak. 

(2) Keuntungan yang Jayalc sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), adalah keuntungan yang diperoleh apabila 
pelayanan jasa usaha tesebut dilakukan secara efisien dan 
berorieotasi pada harga pasar. 

Pasal6 
(1) Besarnya Retnbusi yang terhutang dihituog berdasarkan 

perkalian antara tingkat peoggunaan jasa dan tarif 
Retribusi, 

(2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekueosi 
jeois keodaraan dan jaogka waktu pemakaian fasilitas 
tenninal. 
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BAB m 
PWUJIGUTAII RSIRIBUSI 

Bagian Kellam 
\Yilayah Pemangatan 

Pua1 a 
(1) Retribusi Terminal dapat dipungut di daJam Terminal dan 

di luar linglrungan Terminal yang tersebar dalam wilayah 

Kota Depok dengan menggunakan pos - pos Tempat 
Pemungutan Retnl>usi (Pos TPR). 

(2) Pos TPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepa]a Dinas. 

Ba&i•n Kedaa 
Tata Cua Pemangatan dan Penyetoran 

Pasal9 
(1) Retnbusi Terminal dipungut di tempat pe1ayanan 

diberikan. 

No. Jerlis Retnl>usi !i Tarif 

I Retnl>usi Kios Terminal ~- 50.000,- I M2 I Bulan 
1: 

2 Retribusi Pangkalan Taksi. ~- 150.000.- / Bulan / Kendaraan 

(4) Struktur clan besamya tarif Retribusi Fasilitas Penunjang 
Terminal ditetapkan sebagai berikut : 

·r 
I, Tarif i: 
•I 

~ Untuk:satu Untuk: No. .Jenis Kendaraan ! kali parlcir MaksimaJ 
]! s/d2jam setiap ljam ( ~ SJam) ;, berikutnya ii 
1i 

1 Sepeda Motor i! Rp. 1.000.- ~- 500,- Rp. 4.000.- 
2 Mobil Penumpang j Rp. 2.000.- ~- 1.000.- Rp. 7.500.- 

I· 

3 Mobil Bis Kecil I Rp. 2.000.- ~- 1.000.- Rp. 7.500.- 
4 Mobil Bis Sedang 11 3.000.- ~- 1.500.- Rp. 10.000.- !\ Rp. 
5 Mobil Bis Besar !: Rp 4.000.- ~- 2.000.- Rp. 12.500.- ~ . 

(3) Struktur clan besarnya tarif Retnbusi Kendaraan Parkir di 
Terminal d.itetapkan sebagai berikut : 
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Pual 11 
(1) Koordinator Pemungut tiap hari menerima uang basil 

pemungutan dan bonggol Benda Berbarga, setelah 
menghitung uang basil pungutan, membuat tanda terima 
uang koordinator pungut diserahkan kepada Petugas 
Pungut. 

(2) Atas dasar Tanda Terilna uang koordinator Pemungut dan 
uang basil pungutan, Koordinator Pemungut tiap hari 
membuat Laporan Pemungutan dan penyetoran 
Koord:inator Pemungut dan menyetorkan basil pungutan 
ke Bendahara Penerimaan. 

(3) Bendabara Penerimaan menerima uang dari Koordinator 
pungut dan melakukan validasi Laporan Pungutan dan 
Penyetoran Koonlinator Pemungut. 

Pual 10 
(1) Petugas Pungut meJakukan pemungutan kepada masing­ 

masing Wajfu Retnbusi dan menyerahkan Karcis sesuai 
dengan Behan Retribusi yang menjadi kewajibannya. 

(2) Petugas Pungut menerima uang basil pemungutan dari 
Wajfu Retribusi dan membawa kembali sisa Karcis yang 
belum 1aku. di bonggol Benda Berharga. 

(3) Petugas Pungut setiap hari menyerahkan uang basil 
pemungutan dan bonggol karcis kepada koordinator 
Pemungut. 

(2) Terhadap angkutan penumpang umum yang memiliki Izin 

Trayek dengan asa1 tujuan Terminal, namun tidak masuk 
Terminal, Retribusi Terminal dapat dipungut di tempat lain 
yang ditetapkan. 

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan .karcis. 
(4) Hasil retnbusi disetorkan ke kas daerab dalam jangka 

waktu lx24 jam. 
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Baglan Ketip. 

Penyetoran :e..n Pemangatan - Kas Dllerah 
Pasal 12 

(1) Bendahara Penerimaan menerima Laporan Pemungutan 
dan Penyetoran Koordinator Pemungut beserta uang basil 
pemungutan dan dicatat ke da1am Buku Pembantu 
Penerimaao Sejenis. 

(2) Bendahara Peoerimaan setiap bari menyetor uaog basil 
pemuogutan ke Kas Daerah dengan membuat Bukti Setor 
Bank. 

(3) Kas Daerab menerima penyetoran uang basil pemungutan 
kemudian menandatangani dan menyerabkan Bukti Set.or 

Bank ke Bendabara Penerimaao 
(4) Petugas Pungut melakukan pemungutan kepada masing­ 

masing Wajib Retribusi dan menyerabkan Lembar Benda 
Berharga sesuai dengan Behan Retribusi yang menjadi 
kewajibannya 

(5) Petugas Puogut menerima uaog basil pemungutan dari 
Wajib Retnbusi dan membawa kembali sisa lembar Benda 
Berharga yang belum 1aku di bonggol Benda Berbarga. 

(6) Petugas Pungut setiap bari menyerabkan uang basil 
pemungutan dan bonggol Benda Berharga kepada 
koordinator Pemungut. 

Palllll 13 
(4) Koordioator Pemungut tiap bari menerima uang basil 

pemungutan dan bonggol Benda Berharga, setelah 
mengbitung uang basil pungutan, membuat tanda terima 
uaog koordinator pungut cliserahkan kepada Petugas 
Pungut. 
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BAB IV 
PBIIGAWASAll 

Pallal 14 
(1) UPI' Terminal berkewajiban me1akukan pengawasan 

terhadap orang pnbacli atau badan yang menggunakan 
fasilitas Terminal. 

(2) Pengawasan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), 

cli1akukan melalui pengawasan secara administrasi dan 
pengawasan cli Japangan yang dilakukan secara berkala. 

BAB V 
PBIIYIDIKAII 
PaSld 15 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu cli lingkungan 
Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang 
Retribusi. 

(2) Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 
pejabat pegawai negeri sipil tertentu cli lingkungan 
Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan yang berlaku. 

(5) Atas dasar Tanda Terima uang koordinator Pemungut dan 
uang basil pungutan, Koordinator Pemungut tiap hari 
membuat Laporan Pemungutan dan penyetoran 
Koordinator Pemungut dan menyetorkan basil pungutan 
ke Bendahara Penerimaan 

(6) Bendahara Penerimaan menerima uang dari Koordinator 
pungut dan me1akukan validasi Laporan Pungutan dan 
Penyetoran Koordinator Pemungut. 
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a. menerima, mencari, mengumpul.kan, dan meneliti 
keterangan atau Japoran berkenaan dengan tindak 
pidana di bidang Retn'busi agar keterangan atau 
Japoran tersebut lebih lengkap dan je1as; 

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pn'badi atau Badan tentang 
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 
dengan tindak pidana Retn'busi; 

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang 
pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak 
pidana di bidang Retribusi; 

d, memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain 
berkenaan dengan tindak pidana Retribusi; 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan 
barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen 
Jain, serta me1akukan penyitaan tehadap barang bukti 
terse but; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di 
bidang Retn'busi; 

g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang 
meningga1kan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan se«Jang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang 
dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 
pidana Retribusi; 

i memangg,1 orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

j. mengbentikan penyidikan; dan/atau 

(3) Wewenang Penyidik sehagaimana dimaksud pada ayat (1), 
adalah: 
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BARRY PRIBA1ITO 
BBRITA DABRAII KOTA DEPOK TABUII 2015 KOMOR 20 

Diundangkan di Depok 
pada. tanggal 30 Juni 2015 
SBD~Ulrs DAERAII KOTA DEPOK, 

BAB VI 
.&.el'BIITUAJI PBIIO"l'UP 

Pasal 16 
Peraturan Walikota mi mulai berlaku pada tangga1 ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
daJam Betita Daerah Kota Depok, 

Ditetapkan di Depok 
pada tangga) 30 Juni 2015 

Q WALIKOTA D~--J 

k. meJakukan tindakan Jain yang perlu untuk 
kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang 
Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
memberitahukan dimu1ainya penyidikan dan 
menya.mpaikan basil penyid:ikannya ket)ilda Penuntut 
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik 
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Aca.ra Pidana. 
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